


Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

Umum, Sekertariat Sadan Pengawas Pemilihan Umum 
Provinsi, dan Sekertariat Sadan Pengawas Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 141);11 

7. Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Standar Layanan dan Prosedur penyelesaiaan Sengketa
lnformasi Publik Pemilhan Umum (Serita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);

8. Peraturan Komisi lnformasi Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2021 tentang Standar Layanan lnformasi (Serita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 7 41 );

9. Peraturan Sadan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Sadan Pengawas Pemilihan
Umum, Sekretariat Sadan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, Sekretariat Sadan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan (Serita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 411)

10. Peraturan Sadan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan
Pelayanan lnformasi Publik Sadan Pengawas Pemilihan
Umum, Sadan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sadan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1147);

11. Peraturan Sawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Sawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan lnformasi Publik Sadan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sadan Pengawas
Pemilihan Kabupaten/Kota (berita negara republik Indonesia

Tahun 2024 nomor 17);
12. Surat Edaran Nomor: 0075/K.SAWASLU/HM.00/11I/2020

tentang Pelayanan lnformasi Pada Sawaslu Provinsi dan
Sawaslu Kabupaten/kota.

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN SADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 
KASUPATEN SOPPENG TENTANG PEMSENTUKAN TIM 
KETERSUKAAN INFORMASI PUSLIK PELAKSANA PEJASAT 
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SADAN 
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KASUPATEN SOPPENG 
TAHUN 2026 

Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola lnformasi dan 
Dokumentasi (PPID) Sadan Pengawas Pemilihan Umum 
Kabupaten Soppeng Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana 
lampiran keputusan ini; 

Tim Pelaksana PPID Bawaslu Kabupaten Soppeng sebagaimana 
dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas dan fungsi 
sebagai berikut: 
1) Pembina PPID bertugas:

a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan
implementasi pengelolaan dan pelayanan lnformasi
Publik;

b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian
informasi publik yang dibuat oleh PPID;

c. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk
disampaikan kepada Komisi lnformasi; dan

d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan
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